BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat : 1.

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2287); Kepala Daerah mengajukan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwalilan Rakyat
Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
& (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir:

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huraf 4, perlu menetapkan Peraturan
Daerah  tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014:

Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dj
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Ferbendaharaan WNegara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbagan Kesuangan Antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2049);



9.

10.

i

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah MNomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angpota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4540):



13.

14,

1.

16.

i

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 5S4 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor a4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistemn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);



20,

al.

22,

23.

24,

23.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerntah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada masvarakat {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)

FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang pecoman penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun 2015:

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering [ir
Homor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban heuangan Daerah [Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007
Nomaor 19);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering [lir Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014

Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 8
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten Ogan EKomering Ilir Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering llir Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dar

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

{1} Pertangeungjawaban pelsksanaan APBD berupa laporan keuangan
mermuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran:
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.



(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pazal 2

Laporan reslisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan Ep. 1.577.431.308.217,52
b. Belanja Ep. 1.491.571.294.601,00
Surplus Ep. E5.5600.013.616,52

. Pembiavaan

Penerimaan Rp. 13.234.329.141,62

Pengeluaran Rp. 29.059.300.804,00

Pembiayaan Netto Ep. 15.824.971.662,38
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagal berntkut:
(1} Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 21.735.234.695,91 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan Setelah

Perubahan Rp. 1.555.696.073.521,6]
b. Realisasi Rp. 1.577.431.308.217.,52
Selisih Lebih Rp. 21.735.234.695,91

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi  belanja  sejumlah
Ep. 54.061.057.061,00 dengan nincian sebagal berikut:

a.  Angpgaran Belania Setelah
Perubahan Rp. 1.545.632.351.662,00

b. Realisasi Ep. 1.491.571.294.601,00




(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
Rp. 75.796.291.756,91 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus Setelah Perubahan Rp. 10.063.721.859.61
b. Realizasi Rp. 85.860.013.616,52
Selisih Kurang Rp. 75.796.291.756,91

(4) Selisih anggaran penerimaan pembilayaan dengan realisasi penerimaan
pembiavaan sejumlah REp. 5.761.249.802.77 dengan rincian secbagai
berilout:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Perubahan Rp. 18.995.578.944,39
b. Realisasi Rp. 13.234.329.141,62
Selisih Kurang Rp. 5.761.249.802,77

|5} Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran

pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Angpgaran Pengeluaran Pembiayaan

Perubahan . REp. 29.059.300.804,00
b. Realizsasi Rp. 29.059.300.804,00
Selisih Kurang Rp. 0,00

[6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. -3.761.249.802,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah

Perubahan Rp. -10.063.721.859,61

b. Realisasi Rp. -15.824.971.662,38

Selisih Rp. -5.761.249.802,77
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huriaf b per 31 Desember
Tahun 2014 sebagai berixut:

a. Jumiah Aset Rp. 4.004.729.766.185,55
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Paszal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai

berikut:

a, Saldo Kas Awal Per 1 Januar

Tahun 2014 Rp. 3.909.118.364,03
b. Arus Kas dari Alktivitas Operasi Ep. 529.632.313.289,76
€. Arus Kas dari Aldivitas Investasi

Aset Non Keusangan Rp. -443.772.299.673,24
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. -19.734.090.026,41
e.  Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp. 0,00

{. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember

Tahun 2014

Rp.  70.035.041.954,14

Pa=zal &

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d

tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertangeungjawaban pelaksanasn APED sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari-

a. Lampiran |

Lampiran [.1

Lampiran 1.2

Lampiran [.3

: Laporan realisasi Anggaran

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemermtahan daerah dan organisasi:

: Rincian laporan  realisasi  anggaran menurat

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan:

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;



Lampiran .4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan daerah;

Lampiran .5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
asset tetap daerah:

Lampiran L& : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

asset lainnya;

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran [.L10 : Daftar dana cadangan daerah: dan

Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran Il : Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV - : Catatan Atas Laporan Keuanpan

Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayvat (2)
terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah,

b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik dacrah/perusahaan
daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah,

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertangsungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Eelanja Daerah sebagai rincian lebih
lanjut dar pertanggungjawaban pelaksanaan AFBD.



Pasal 10

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggeran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 mulai berlaku pada tangpgal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Iir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal #8 Aguckvg 20135

BUFRATI OGAN KOMERING ILIR,

ISEANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Aguch/© 2015

SEEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 2 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 12/0KI/2015 TAHUN 2015



